BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas tidak dapat di
kategorikan sebagai tindakan eutanasia dikaitkan dengan Pasal
344 KUHPid.

2. Akibat hukum dokter terhadap pelepasan alat bantu nafas pasien
MBO bila telah dianggap melakukan tindakan eutanasia dan
dinyatakan sah bersalah secara hukum maka akan dikenakan
tindakan pidana yaitu sesuai pasal 338, 340, 344, 345 dan 359
KUHPid dan dikenakan tindakan perdata sesuai pasal 1315
KUHPer.

3. Sejauh ini belum ada Undang-Undang atau peraturan yang bersifat
melindungi dokter dalam keadaan dan kondisi dimana dokter
tersebut akhimya melakukan penghentian alat bantu nafas
(ventilator), sehingga dokter tersebut tetap tidak bisa terlepas dari

ancaman pidana maupun perdata.

B. Saran
1. Diperlukan perlindungan hukum bagi seorang dokter yang karena
tindakannya di kategorikan sebagai tindakan eutanasia, karena

sampai saat ini belum ada satupun Undang — Undang yang
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memberikan payung perlidungan hukum terhadap masalah
tersebut.

. Keputusan pelepasan alat bantu nafas pasien-pasien yang
didiagnosis sebagai Mati Batang Otak (MBO) hendaknya selalu
mempertimbang berbagai seperti aspek moral, etika, agama
maupun sosial baik dari sisi pasien, keluarga, maupun dari sisi
dokter itu sendiri, guna mengurangi resiko tuntutan yang akan
dialami oleh dokter tersebut.

. Perlu adanya pengaturan hukum tentang kondisi pasien di ICU,
khususnya pasien dengan pemakaian ventilator yang di vonis Mati
Batang Otak dan memeriukan keputusan pasti dari dokter yang
merawat baik atas permintaan keluarga maupun pertimbangan
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